
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nornor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3688); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nornor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2000 Nomor 
246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4048); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun .I 994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

l. Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa 
Tenggara Ba.rat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara 
Repub.lik Indonesia Nornor 1655); 

Mengingat 

b. bahwa sesuai Surat Gubernur Bali Nomor : 903/1765/Sekrct, tanggal 4 
April 2005, perihal hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2005 tentang APBD dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2005 
tentang Penjabara.n APBD Kabupaten Jernbrana Tahun Anggaran 2005, 
maka ditetapkan Peraturan Bupati Jernbrana tentang Perubahan 
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2005. 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran 
Peudapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 
2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan; 

Menimbang 

BUPATI JEMBRANA, 

PEilATURAN BUPATI JEMBRANA 
NOMOR 245 TAHUN 2005 

TENT ANG 
PERUBAIIAN l)ERATlJRAN UUPATI JEMllRANA NOMOR 25 TAHUN 2005 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2005 



16. Peraturan Pcmerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang PinjarnanDaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202~ Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4022); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor l 04 Tahun 2000 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
4021) sebagaimana telah. diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
84 Tahun 2001 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 
Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4156); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran 'Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

l l. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Leinbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2094 Nomor 53~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pernbangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
206; Tambahan Lembaran Negara Nornor 3952); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyel.enggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan _Nepol!sme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 199: Nomor 7 _, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 38) 1 ); 



Rp. 224.288.059.000,00 

Rp. 10.131.690.000,00 
Rp. 207.307.369.000,00 
Rp. 6.849.000.000,00 

1. Pendaputan : 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jernbrana Tahun Anggaran 2005 
sebagai berikut : 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN 
PERA TURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 25 TAHUN 2005 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMDRANA TAHUN ANGGARAN 
2005 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2005 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 
Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2). 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jernbrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Jembrana ·(Lembaran Daerah Kabupaten Jernbrana Tahun 2003 Nomor 
48 ; Tarnbahan Lernbaran Daerah Nomor 1 O); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 53; Tambahan 
Lernbaran Daerah Nomor 15); 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan ·Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reiribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 119; 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

···Pera tu ran Pcmerintah Nornor l 09 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Kcuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (t .ernbaran Negara 

.Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21 O; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 200 l tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4138); 



.J GOE SUINAYA 

B·ERlTA AEkAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 16 
···~~ . ·:,..>"'' --.··. ·.: -, : .... 

Telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Bali dengan surat Nomor 903/1765/Sekret Tanggal 4 
April 2005 

"' .... 

SE~TARIS DAER.AH KABUPATEN°JEMBRANA, 
. ~ 

' 
. . "t, Bl}.J1~ TI JEMBRANA, 

t. r ~~- .·• .. t··~ .. ,· ·... ·. .. 
\ . ·; . \,.. > .. · .. ·f GEDE WINASA. - . . \:-"' . . 
~/::· ·, / 

v .... ':. • 

Diundangkan di Negara 
pada tanggal 18 April 2005 

Ditetapkan di Negara .. 
. . _ -···, J>ada tanggal 18 April 2005 

' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk.an pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penernpatannya dalam Berita Daerah. 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 
secara rinci sebugairnana tercantum pada Larnpiran Peraturan ini. 

2. Bclania: 
APARATUR DAER.AH 
a. Belanja Administrasi Umum Rp. l 53.268.762.436,00 
b. Belanja Operasi dan Pcmeliharaan Rp. 6.853.980.050,00 
c. Belanja Modal Rn. 4.042.928.500,00 

Rp. 164.165.670.986,00 

PELA YANAN PUBLIK 
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 2.588.820.000,00 
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 14.039.089.024,00 
c. Belanja Modal Rp. 29. 705.328.654,00 
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan Rp. 25. 789. 772.155,00 
e. Belanja Tidak Tersangka Rp. 1.559.560.000,00 

Rp. 73.682.569.833.00 

Surplus I ( Defisit) Rp. (13.560.181.819,00) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp. 15.060.181.819,00 
b. Pengeluaran RQ. 1.500.000.000100 

Rp. l 3.560.181.819,00 
Pasal 2 


